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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF 

A. Pengertian Zakat Produktif  

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah 

dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang 

membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-

yazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang 

berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.
1
 

Sedangkan kata produktif adala berasal dari bahasa 

inggris yaitu ‘’produktive’’ yang berarti menghasilkan atau 

memberikan banyak hasil.
2
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah 

pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya 

menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta 

zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan 

demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang 

diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi 

dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, 

sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi 

kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat 

                                                           
1
Fahruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, 

Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1, hlm. 13 
2
Joyce M. Hawkins,  Kamus Dwi Bahasa Inggris-

Indonesia, Indonesia-Inggris, Exford: Erlangga,1996, hlm.267 



22 
 

disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola 

dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian 

modal kepada para penerima zakat dan kemudian 

dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka 

untuk masa yang akan datang.
3
 

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa  menunaikan 

zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu 

orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk 

menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri 

dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan 

kewajiban-kewajibannya kepada Allah.
4  

       Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat 

produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti ‘amil dalam 

hal ini pemerintah dapat menciptaan lapangan pekerjaan 

dengan dana zakat,seperti perusahaan, modal usaha atau 

beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan 

ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang 

lebih baik dan layak.  

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di 

zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits 
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riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari 

ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat 

kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau 

disedekahkan lagi. 

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat 

yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan 

pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar 

kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping 

melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para 

mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan 

pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin 

meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya. 

              Dari bebrapa pendapat diatas dapt disimpulkan bahwa 

zakat roduktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila 

dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. 

Agar dari zakat produktif tersebut , masyarakat bisa 

berorientasi dan berbudaya produktif , sehingga dapat 

memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup 

mereka.
5 

 

1. Dasar Hukum Zakat Produktif 
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Dalam Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ tidak 

menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat 

produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di 

kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh 

Muslim: 

رُ مُشْرِفٍ وَلََ سَائِلٍ فَخُذْهُ  , وَمَا خُذْهُ فَ تَمَوَّلْهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بهِِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الَْمَالِ, وَأنَْتَ غَي ْ

 رَوَاهُ مُسْلِم     لََ فَلََ تُ تْبِعْهُ نَ فْسَكَ".

Artinya: ‘’Ambilah dahulu, setelah itu milikilah 

(berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang 

lain dan apa yang datang kepadamu dari harta 

semacam ini sedang engkau tidak 

membutukannya dan bukan engkau minta, maka 

ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian 

maka janganlah engkau turutkan nafsumu’’. HR 

Muslim.
6
 

 

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta 

zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan.  

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam 

menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya 

dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, 

penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau 
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pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan 

Hadits. 

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan 

pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi 

dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. 

Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian 

zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar 

hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat 

tersebut.
7 

 

2. Jenis Harta Zakat Produktif 

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi 

bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara 

konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. 

Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :  

 

1. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada 

para pengumpul zakat. 

2. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan 

harta negara terlalu lama,  termasuk harta zakat yang 

dikumpulkan. 

3. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya 

zakat atas kuda dan budak. 
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4. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun 

karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-

hasil laut serta madu. 

5. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan 

kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada 

para pemiliknya masing-masing. 

6. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi 

Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan 

digunakan sebagai bumbu masakan.
8
 

 

3. Syarat dan Rukun Zakat Produktif 

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama 

dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. 

Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi 

seorang muzakki adalah: 

a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-

orang yang dapat bertindak bebas, menurut 

kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas 

hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. 

Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan 

pada harta yang dimiliki secara penuh. 
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b. Islam, menurut Ijma’, zakat tidak wajib atas 

orang-orang kafir karena zakat ini merupakan 

ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir 

bukan orang suci. 

c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil 

atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab 

keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan 

orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti 

sholat dan puasa. 

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib 

dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang 

sebab salah satu makna zakat adalah berkembang 

dan produktifitas yang dihasilkan dari barang 

yang produktif. 

e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau 

senilai dengannya,
9
 maksudnya ialah nishab yang 

ditentukan oleh syara’ sebagai pertanda kayanya 

seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan 

berzakat. 

f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab 

Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang 

wajib dizakati adalah harta benda yang berada 

                                                           
9
Muhammad Daud ali, Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan 

Wakaf, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988, hlm. 41 



28 
 

ditangan sendiri atau harta milik yang hak 

pengeluarannya berada ditangan seseorang atau 

harta yang dimiliki secara asli. 

g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau 

telah sampai jangka waktu yang mewajibkan 

seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa 

panen. 

h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil 

utang. 

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan 

sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan 

terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, dan 

menyerahkannya kepadanya atau harta tersebutdiserahkan 

kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun 

zakatdapat diperinci sebagai berikut : 

a. Adanya muzakki 

b. Adanya mustahik 

c. Adanya harta yang mencapai nishab 

d. Adanya amil
10

 

 

4. Mustahik Zakat 
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Bicara sistem pendayagunaan dana zakat berarti 

membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling 

berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari 

penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah 

sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam 

pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya 

didasarkan pada QS. At-taubah ayat 60 sebagai berikut: 

                             

                    

         

Artinya: ‘’Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-

pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-

orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai 

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.’’ (QS. At-

Taubah: 60)
11 

 

Ayat ini menjelaskan tentang peruntuk-an kepada siapa 

zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan 
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ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap 

kuantitas, kualitas dan prioritas.
12

 

Mustahiq zakat maksutnya adalah orang-orang yang 

berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan 

zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah 

disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS At-

Taubah ayat 60, mustahik zakat ada delapan golongan adalah 

sebagai berikut: 

a. Fakir 

Menurut Imam Syafi’i yakni orang yang tidak mempunyai 

harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal 

ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu 

saja, baik dia meminta-minta maupun tidak. 

b. Miskin  

Adalah orang-orang yang memiliki harta 

namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar 

hidupnya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan 

sandang, pangan, dan papannya. 

c. Amil 

Adalah para pekerja yang telah diserahi oleh 

penguasa atau penggantinya untuk mengurusi harta 

zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya 
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sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu 

kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan 

tenaganya untuk kepentingan orang-orang islam.  

d. Muallaf 

Muallaf pada umumnya dipahami dengan 

orang yang baru masuk Islam. Secara historis, pada 

masa awal Islam, muallaf yang diberikan dana zakat 

dibagi kepada dua kelompok, yaitu:  

1. Orang kafir yang diharapkan dapat masuk 

Islam. 

2. Orang Islam, terdiri dariu pemuka muslim yang 

disegani oleh orang kafir, muslim yang masih 

lemah imannya agar dapat konsisten pada 

keimanannya, dan muslim yang berada di 

daerah musuh. 

e. Riqab 

Menurut Imam Syafi’i riqab adalah hamba 

sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan 

dirinya atau yang diistilahkan dengan mukatib.  

f. Gharim 

Gharim adalah orang yang berhutang, baik 

untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk 

kepentingan orang lain. Orang yang jatuh pailit atau 
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orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil 

termasuk dalam kategori gharim. 

g. Fisabilillah 

Secara harfiah, fisabilillah berarti jalan Allah. 

Menurut Yusuf Qardhawi, segala perbuatan yang 

menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri 

kepada Allah. 

h. Ibnu Sabil 

Secara harfiah berarti anak jalanan. Namun 

anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang 

berada di jalan dan tidak memliki tempat tinggal 

sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, 

mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama 

terdahulu memahami ibnu sabil dalam arti siapapun 

yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun 

dia kaya di negeri asalnya. 

 

B. Macam-Macam Zakat Produktif 

Dalam penyaluran zakat poduktif ada dua macam 

yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna 

untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak 

dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori 

ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan 

dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, 
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sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. 

Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong 

orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan 

kerja bagi fakir miskin. 

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif 

dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan 

dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, biak untuk 

membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu 

atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha 

kecil.
13

 

 Dari pembagian macam-macam zakat produktif 

diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat 

produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. 

Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat 

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha 

pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-

hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian 

yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara’, secara tepat 

guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba 

guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari’at 

serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. 
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 Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba 

menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif 

yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. 

Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan 

penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup: 

a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai 

tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam 

pengertian yang luas, 

b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak. 

c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan 

ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi 

pengangguran. 

d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai 

langkah awal mendirikan usaha, 

e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim 

piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. 

f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap 

warga atau rakyat yang membutuhkan, dan 
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g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat 

hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat 

lapisan bawah.
14

 

 

C. Hikmah dan Manfaat Zakat 

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan 

yang paling utama untuk menyelesaikan kesejangan sosial. 

Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat 

untuk merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab 

sosial dikalangan umat Islam. 

Tujuan tersebut mempunyai hkmah yang utama yaitu 

agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia 

menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. 

Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan 

terhadap si penerima. 

Hikmah zakat ada 2 (dua) macam yaitu hikamh bagi 

si pemberi dan hikmah bagi si penerima. 

Adapun hikmah zakat bagi si pemberi antar lain: 

1. Mensucikan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir 

merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini 

timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu 

sehingga manusia cenderung mementingkan diri 
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sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat 

dari pada orang lain. 

2. Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. 

Karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa 

memberikan nikmat kepada hambanya baik yang 

berhubungan dengan diri maupun hartanya. 

3. Mengembangkan kekayaan batin. Dengan 

mengeluarkan zakat berarti telah berusaha 

menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta 

menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu. 

Hikmah bagi si penerima sebagai berikut: 

1. Membebaskan si penerima sari kebutuhan. Allah 

SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya 

tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari 

orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang 

fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat 

memenuhi kebutuhan materinya. 

2. Menghilangkan sifat benci dan dengki. Atas dasar 

diperintahkan wajib zakat, orang akan merasa baha 

muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang 

lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki dan 

benci. 

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi 

Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. 
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Sebagaimana syari’at Islam yang lainnya, zakat juga 

memiliki beberapa tujuan mulia antara lain: 

1. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Zakat 

bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dan 

kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga 

tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan.  

2. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial. Jika 

zakat secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan 

tercipta masyarakat yang jauh dari sifat-sifat 

kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan 

menghimpit seseorang sedangkan disekelilingnya orang 

hidup berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli.
15

 

 

D. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif 

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan 

atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan 

kata-kata ‘’wal amilina alaiha’’, artinya pengurus-pengurus 

zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka 

yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari 

para pengumpul sampai kepada bendahara dan para 

penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada 
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penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi 

kepada para mustahiknya. 

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk 

mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim 

yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non 

ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi 

distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat 

produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahiq, 

dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki 

baru.Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus 

mencapai kriteria sebagai berikut: 

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan 

pengendalian yang memadai sebagai indikator 

praktek yang adil. 

2. Sistem seleksi mustahiq dan penetapan kadar zakat 

yang dialokasikankepada kelompok mustahiq. 

3. Sistem informasi muzakki dan mustahiq (SIMM). 

4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai. 

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan 

prinsip akuntabilitas dapat dipenuhi. Konsep ini jika 

diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan 

dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. 

Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan 
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ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan 

(manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.
16

 

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat (pasal 1 angka 1). 

b. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, 

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, 

dan akuntabilitas (pasal 2). 

c. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta 

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan 

kemiskinan (pasal 3).
17

 

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan 

yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik.  Zakat harus 

diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah 

ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah 
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melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang 

sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai 

dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam 

aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan 

Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan 

penerusnya, yakni para sahabat. 

Proses tersebut meliputi penghimpunan atau 

pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para 

petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan 

amil. Adapun tugas dari lembaga amil antara lain:  

a. Pendataan para wajib zakat (muzakki). 

b. Menentukan bentuk wajib zakat dan 

besarnya zakat yang harus dikeluarkan. 

c. Penagihan zakat para muzakki. 

Pekerjaan ini memerlukan manajemen 

meliputi planning, organizing, directing and 

controlling. 

1. Planning (perencanaan) adalah pemilihan sekumpulan 

kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus 

dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. 

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan 

mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan 

datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang 

diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang 
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pada saat rencana dibuat. Dalam melakukakan 

perencanaan, ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan, antara lain sebagai berikut: 

a. Hasil yang ingin dicapai. 

b. Apa yang akan dilakukan. 

c. Waktu dan skala prioritas 

d. Dana (kapital). 

Perencanaan dengan segala 

variasinya ditujukan untuk membantu 

mencapai tujuan suatu lembaga atau 

organisasi. Ini merupakan prinsip yang 

penting, karena fungsi perencanaan harus 

mendukung fungsi manajemen berikutnya, 

yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi 

pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. 

2. Organizing (pengorganisasian) yaitu sebagai 

sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga 

harus dikelola secara profesional dan 

didasarkan atas aturan-aturan 

keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu 

organisasi/lembaga yang baik, maka perlu 

dirumuskan beberapa hal di bawah ini: 

a. Adanya tujuan yang akan dicapai. 
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b. Adanya penetapan dan 

pengelompokan pekerjaan. 

c. Adanya wewenang dan tanggung 

jawab. 

d. Adanya hubungan satu sama lain. 

e. Adanya penetapan orang-orang yang 

akan melakukan pekerjaan atau 

tugas-tugas yang diembankan 

kepadanya. 

3. Directing (pelaksanaan) dalam 

pengelolaan dan pendistribusian zakat 

terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan 

pengumpulan zakat,  yaitu: 

a. Pembentukan unit pengumpulan 

zakat. 

b. Pembukaan kounter penerimaan 

zakat. 

c. Pembukaan rekening bank. 

Di samping itu, untuk menumbuhkan niat berzakat, 

baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, 

dapat melakukan berbagi cara, misalnya:  

1. Memberikan wawasan yang benar dan memadai 

tentang zakat, infaq, sedekah, baik dari 
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epistemologi, terminologi maupun kedudukannya 

dalam ajaran Islam. 

2. Manfaat serta hajat dari zakat, infaq, sedekah, 

khususnya untuk. pelakunya maupun 

para mustahiq zakat. 

Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian zakat 

produktif dapat dikategorikan dalam berapa cara yaitu: 

a. Produktif konvensional 

Pendistribusian ini adalah zakat yang 

diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, 

di mana dengan menggunakan barang-barang 

tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu 

usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, 

sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat 

pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. 

b.  Produktif kreatif 

   Pendistribusian zakat secara produktif 

kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk 

pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan 

proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana 

kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai 

modal usaha untuk membantu atau bagi 
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pengembangan usaha para pedagang atau 

pengusaha kecil. 

4. Controlling (pengawasan) dapat didefinisikan 

sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-

tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini 

berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-

kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya 

hubungan yang erat antara perencanaan dan 

pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan 

mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat 

penting dalam manajemen, karena mempunyai 

fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu 

teratur, tertib, terarah atau tidak.
18
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